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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbath hukum fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang sovereign green sukuk atau 

dalam konteks lebih umumnya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kajian pustaka (library 

research). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penetapan fatwa DSN-MUI Nomor 

69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) digunakan metode 

istinbath hukum manhaji dengan metodologi istishlahi atau maslahah al-mursalah. Adapun 

secara substansi dalam perspektif maqhasid syariah di transaksi keuangan Islam dimana 

bertujuan yaitu untuk menjaga harta (hifz maal), penerbitan sovereign green sukuk atau SBSN 

termasuk jenis kebutuhan sosial dengan level maslahah tahsiniyat atau tersier. Penelitian ini 

juga memberikan saran kepada DSN-MUI agar segera menerbitkan fatwa khusus terkait 

sovereign green sukuk atau green sukuk sebagai dukungan atas konsep pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Developmennt Goals (SDGs) dan tambahan regulasi untuk 

penerbitan instrumen keuangan syariah berwawasan lingkungan. 

Kata Kunci: Istinbath Hukum, Fatwa, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, 

Sovereign Green Sukuk   

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the legal istinbath method of the fatwa of the National Sharia 

Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) on sovereign green sukuk or in the 

context of more generally State Sharia Securities (SBSN). This research is descriptive 

qualitative research using the library research method. The results showed that in the 

determination of DSN-MUI fatwa Number 69 / DSN-MUI / VI / 2008 concerning State Sharia 

Securities (SBSN) the istinbath method of manhaji law was used with the istishlahi or maslahah 

al-mursalah methodology. As for the substance in the perspective of sharia maqhasid in Islamic 

financial transactions where the aim is to maintain assets (hifz maal), the issuance of sovereign 

green sukuk or SBSN is a type of social need with a tahsiniyat or tertiary level of maslahah. 

This research also advises DSN-MUI to immediately issue a special fatwa related to sovereign 

green sukuk or green sukuk as support for the concept of sustainable development or 

Sustainable Development Goals (SDGs) and additional regulations for the issuance of 

environmentally sound Islamic financial instruments. 

Keywords: Legal Istinbath, Fatwa, National Sharia Board, Indonesian Council of Ulama, 

Sovereign Green Sukuk  
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PENDAHULUAN 

Sebagai antisipasi atas kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi, maka digagas satu konsep pembangunan berkelanjutan atau 

Sustainable Developmennt Goals (SDGs). SDGs merupakan rencana global yang merupakan 

bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua 

negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Suwanan et al., 2022). SDGs memuat 

17 tujuan pembangunan dengan 169 target, 3526 kegiatan, dan 1327 publikasi hingga tahun 

2030 untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan (improving health and education), 

menuntaskan kemiskinan (end poverty), mengurangi ketimpangan (reduce inequality), dan 

memacu pertumbuhan ekonomi (spuring economic growth). (United Nations Department of 

Economic and Social Affairs Sustainable Development, 2022).  

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan atau ekonomi hijau 

dibutuhkan sumber pendanaan yang besar, terutama bagi proyek-proyek energi terbarukan. 

Salah satu instrument keuangan yang digunakan adalah green bond dan green sukuk. Istilah 

green sukuk sama halnya dengan green bond, perbedaannya terletak pada tambahan persyaratan 

syariah. Meskipun memiliki karakteristik keuangan yang sama dengan obligasi pada umumnya, 

penerbitan green bond dan green sukuk harus mengacu pada sertifikasi tertentu, baik dalam 

skala nasional yaitu maupun internasional.  Tabel 1 menunjukan sertifikasi internasional untuk 

Green Bond Principles dan sertifikasi nasional untuk Indonesia Green Sukuk Framework. 

 

Tabel 1. Perbandingan antara Indonesia Green Sukuk Framework dengan Green 

Bond Principles (GBP) 

 Indonesia Green Sukuk Framework Green Bond Principles 

Core Components • Use of proceeds • Use of proceeds 

 • Process for project evaluation and 

selection 

• Process for project 

evaluation and selection 

 • Management of proceeds • Management of proceeds 

 • Reporting • Reporting 

Eligible Green 

Projects Categories 

• Renewable energy • Renewable energy 

 • Sustainable management of natural 

resource 

• Energy efficiency 

 • Energy efficiency • Pollution prevention and 

control 

 • Green tourism • Environmentally 

sustainable management of 

living  

 • Resilience to climate change for 

highly vulnerable areas and 

sectors/disaster risk reduction 

• Terrestrial and aquatic 

biodiversity 

 • Green buildings • Clean transportation 

 • Sustainable transport • Sustainable water and 

wastewater management 

 • Sustainable agriculture • Climate change adaptation 

 • Waste to energy and waste 

management 

• Circular economy adapted 

products, production 

technologies, and processes 

  • Green buildings 

External Review Optional Optional 

Sumber: (Guidelines & Bonds, 2022) dan (Azhgaliyeva, 2020) 
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Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi 

pengembangan instrumen keuangan syariah. Untuk mendukung upaya pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan target SDGs, pemerintah Republik Indonesia 

melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan inovasi dengan menerbitkan sukuk hijau 

(green sukuk), khususnya sebagai instrumen investasi syariah.  

Sukuk hijau merupakan instrumen investasi yang berfokus pada perbaikan aspek 

lingkungan. Proyek yang akan dibiayai oleh sukuk hijau adalah proyek yang kegiatannya 

berdasarkan prinsip syariah sekaligus mendorong ketahanan perubahan iklim. Sukuk sendiri 

merupakan instrumen pembiayaan proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu (Hasan, 

R., Ahmad, A. U. F., & Parveen, 2018) Sukuk juga menjadi alternatif pengganti obligasi 

konvensional dengan tingkat resiko yang rendah serta sebagai instrumen investasi dalam pasar 

modal syariah. Beberapa negara yang telah menerbitkan sukuk antara lain: Malaysia, Qatar, 

Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Turki (IFSB, 2018) 

Perkembangan green sukuk di Indonesia saat ini masih didominasi oleh penerbitan 

sukuk hijau negara (sovereign green sukuk). Debut penerbitan Global Sovereign Green Sukuk 

pada tahun 2018 mengukuhkan Indonesia sebagai negara penerbit green sukuk pertama di 

dunia. Saat ini Indonesia dikenal sebagai regular issuer yang konsisten menerbitkan Global 

Sovereign Green Sukuk setiap tahunnya dan hingga tahun 2022 berhasil menerbitkan USD 5 

juta di pasar internasional (Kementerian Keuangan RI, 2022) 

 

Tabel 2. Perkembangan Global Sovereign Green Sukuk Indonesia di Pasar 

Internasional Tahun 2018-2022 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Penerbitan 1 Maret 2018 20 Juni 2019 23 Juni 2020 9 Juni 2021 24 Mei 2022 

Imbalan 3.75% p.a 3.90% p.a 2.30% p.a 3.55 % p.a 4.7% p.a 

Tenor 5 tahun 5.5 tahun 5 tahun 30 tahun 10 tahun 

USD 1.25 juta 0.75 juta 0.75 juta 0.75 juta 1.5 juta 

Investor 

Green 

29% 29% 34% 57% 64% 

Sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2022) 

Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan 

Lingkungan, telah membuka kesempatan bagi sovereign green sukuk untuk diterbitkan secara 

domestik maupun global di Indonesia.  

Selanjutnya, sebagai respon dari dukungan pemerintah berupa penerbitan UU. No.19 

Tahun 2008 dan POJK Nomor 60/POJK.04/2017, Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga 

Syariah Negara menjelaskan bahwa pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis 

syariah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan 

negara. Karena sovereign green sukuk atau surat berharga syariah negara berwawasan 

lingkungan belum memiliki Fatwa DSN-MUI secara spesifik, maka Fatwa No.69/DSN-

MUI/VI/2008 menjadi landasan utama dalam konteks syariah. Hal ini dikarenakan sovereign 

green sukuk merupakan bagian dari sovereign sukuk atau surat berharga syariah negara. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti 

lebih mendalam bagaimana metode istinbath hukum (proses perumusan dan penetapan hukum) 

pada fatwa DSN-MUI tentang sovereign green sukuk. 
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Sovereign Green Sukuk 

Sovereign Sukuk (Sukuk Negara) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan Surat 

Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas 

bagian (hishah) dari asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan 

aset dari SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan atau Barang Milik Negara (BMN) yang 

memiliki nilai ekonomis, berupa tanah atau bangunan, maupun selain keduanya yang dalam 

rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN. 

Selanjutnya, imbalan yang didapatkan dari penerbitan SBSN merupakan semua 

pembayaran yang diberikan kepada Pemegang SBSN yang dapat berupa ujrah (uang sewa), 

bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan 

jatuh tempo SBSN. Selain itu, perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan 

untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN 

dapat berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna, dan akad lain sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

Adapun Sovereign Green Sukuk atau Sukuk Hijau Negara atau SBSN berwawasan 

lingkungan merupakan bagian dari inovasi instrumen Sukuk Negara yang penerbitannya 

dikaitkan dengan eligible green projects seperti; energi terbarukan (renewable energy), 

ketahanan perubahan iklim untuk penurunan risiko bencana (resilience to climate change for 

highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction), transportasi berkelanjutan 

(sustainable transport), manajemen sampah dan energi (waste to energy and waste 

management), pariwisata hijau (green tourism), pertanian berkelanjutan (sustainable 

agriculture), efisiensi energi (energy efficiency), manajemen berkelanjutan sumber daya alam 

(sustainable management of natural resource), dan bangunan hijau (green buildings) 

(Azhgaliyeva, 2020).  

Penerbitan eligible green projects ini sebagai bentuk komitmen mengatasi dampak 

perubahan iklim. Underlying berupa kegiatan pelestarian lingkungan hidup, dan melalui 

sovereign green sukuk ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mendapatkan 15 penghargaan 

dunia antara lain: IFR Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euromoney, The Asset Triple 

A, Climate Bond Initiative, dan Cambridge IFA (Kementerian Keuangan RI, 2022). Adapun 

Tabel 3 menjelaskan capaian Global Sovereign Green Sukuk Indonesia tahun 2022 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. Capaian Green Global Sukuk Indonesia Tahun 2022 

No Capaian Green Global Sukuk Indonesia 

1 Global Sukuk Indonesia telah berhasil diselaraskan dengan AAOIFI sehingga dapat diterima 

di pasar UEA. 

2 Penerbitan Green Sukuk terbesar yang pernah dicetak secara global 

3 Green Sukuk pertama dengan tenor 10 tahun oleh Pemerintah 

4 Sebaran investor green terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Sumber: (Kementerian Keuangan RI, 2022) 

 

Metode Istinbath Hukum  

Proses penetapan penetapan hukum Islam dalam konteks fiqih muamalah dapat 

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu ijtihad yang melibatkan pemikiran 

(ra’yu) manusia dan memerlukan bekal metodologi sebagai alat analisisnya (Nafis, 2011). Oleh 

sebab itu, Muhammad Salam Madkur membagi metodologi ijtihad atau istinbath hukum 

menjadi tiga, yaitu metode bayani, qiyasi, dan istishlahi (Madkur, 1984). 



Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah… 
 

  Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies | 17 

Metode istinbath Bayani adalah cara istinbath (penggalian dan penetapan) hukum yang 

bertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyyah (bahasa) atau makna lafadz. Metode ini 

menerangkan cara pemahaman suatu nash, baik nash al-Qur’an maupun Sunnah, dan berbagai 

aspek yang mencakup: (1) Makna lafadz yang sesuai dengan bentuknya; yaitu ‘Am (umum), 

khash (khusus), muthlaq (tidak terbatas), muqayyad (terbatas), ‘amr (perintah), nahy (larangan), 

serta musytarak (bermakna ganda); (2) Makna lafadz yang sesuai dengan pemakaiannya, yaitu 

haqiqah (makna asal) dan majaz (makna metafora); (3) Analisis lafadz yang sesuai dengan 

kekuatannya dalam menunjukan makna (muhkam, mufassar, nash dan zahir, atau mutasyabih, 

mujmal, musykil, dan khafi), dan (4) Analisis dalalah suatu lafadz atas makna. 

Adapun metode istinbath Qiyas (analogi) adalah menyamakan suatu kasus hukum yang 

tidak ada ketetapan syara’ nya dalam teks dengan suatu kasus hukum yang telah ada teks 

hukumnya karena kesamaan ‘illat hukum keduanya. Terdapat empat unsur asas dalam Qiyas, 

yaitu; (1) kasus baru (furu’) yang memerlukan penyelesaian hukum; (2) kasus asal (ashl) yang 

ada dalam sumber-sumber utama al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’; (3) alasan, ratio legis (‘illat), 

yaitu sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asal; dan (4) norma hukum yang 

dinisbahkan kepada kasus baru karena kesamaan ratio legis (‘illat) hukum antara dua kasus, 

sehingga hukumnya dipindahkan dari kasus lama ke kasus baru (Al-Maqdisi, n.d.).  

Selanjutnya, metode istinbath Istislahi adalah cara atau kaidah dalam menetapkkan 

status hukum suatu masalah dengan bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil 

khusus mengenai masalah tersebut, dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai 

dengan maqhasid al-Syariah (tujuan pokok syariah Islam) yang mencakup tiga kategori 

kepentingan, yaitu dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Termasuk 

dalam kategori metode istislahi adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak 

terdapat acuan nash-nya secara eksplisit) al-istishab (pada dasarnya segala sesuatu hukumnya 

boleh atau berdasarkan ketetapan hukum sebelumnya), sadd-aldzarai’ (menutup jalan yang 

menuju terjadinya pelanggaran hukum) dan ‘urf (adat kebiasaan yang baik) (Al-Syatibi, n.d.). 

Produk ijtihad atau istinbath dapat dibedakan menjadi empat, yaitu fiqih, qanun, 

qadha’i, dan fatwa. Memberi fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Hal ini karena, 

ijtihad adalah kegiatan istinbath hukum baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan ifta’ 

hannya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan seorang ahli fiqih berusaha mengetahui 

hukumnya (Abu Zahrah, 2000). Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau ikhtiyariah, 

yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti 

(pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat i’lamiyah atau informatif yang 

lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta 

fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Maka dari itu, fatwa memiliki sifat yang lebih 

khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan 

seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. 

(Tamam, 2021) 

  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

lengkap dan menganalisa peristiwa, fenomena, serta pemikiran yang dihimpun melalui analisa 

dokumen dan catatan yang ada sehingga penelitian ini bisa memberikan gambaran dengan jelas, 

terarah, dan komprehensif tentang istinbath hukum pada fatwa tersebut. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kajian pustaka (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang 

berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan 

penelitian (Zed, 2008) 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu dokumen fatwa tentang sovereign 
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green sukuk yang dengan ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.69/DSN-

MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan sumber data sekunder yang 

digunakan adalah literatur-literatur dan kumpulan fatwa-fatwa lain DSN-MUI yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakah Lembaga independen yang menaungi 

paraulama’ dan cendikiawan Islam Indonesia dari berbagai unsur ormas islam untuk 

membimbing, membina, mengayomi dan memberikan fatwa untuk kaum muslimin diseluruh 

Indoneisa. Lembaga ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H. bertepatan dengan 26 Juli 1975 

M di Jakarta (Hakim & Imam Bustomi, 2021).  

Salah satu komisi yang ada di MUI adalah komisi fatwa. Tugas komisi ini adalah 

merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum islam yang dihadapi 

umat Islam, begitu juga masalah terkait perekonomian. Dalam rangka mewujudkan aspirasi 

umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam di bidang 

perekonomian dan keuangan, maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi  

para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan 

keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas 

bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2022). 

Pada dasarnya, prosedur istinbath hukum fatwa MUI berdasarkan pada Al-Qur’an, 

Hadits, Ijma’, Qiyas, dalil-dalil lain seperti Istihsan, Maslahah al-Mursalah, dan Sad al-

Dzari’ah. Selain itu, sebelum memberikan keputusan fatwa, juga meninjau pendapat para Imam 

Madzhab, dan apabila kasus tersebut adalah kasus kontemporer, maka pandangan para ulama 

kontemporer juga menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, secara garis besar metode yang 

digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, 

yaitu: (1) Pendekatan Nash Qath’i, (2) Pendekatan Qauli, dan (3) Pendekatan Manhaji (Amin, 

2008). 

Pendekatan Nash Qath’i dilakukan dengan berpegang pada nash Al-Qur’an dan Hadis 

untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur’an ataupun 

Hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur’an dan Hadits maka 

jawabannya dilakukan melalui pendekatan qauli dan manhaji. Pendekatan Qauli adalah 

pendekatan dengan berdasarkan pada pendapat para imam madzhab dalam kitab-kitab fiqh. 

Adapun pendekatan Manhaji merupakan pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah 

pokok (al-qawaid al-ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam 

merumuskan suatu masalah seperti bayani, qiyasi, istihasni, ilhaqi, istishlahi, syadzdzari’ah 

dengan tetap memperhatikan kemashlahatan umum (mashlahah ‘ammah) dan maqashid 

syari’ah (Amin, 2008). Secara umum fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat 

moderat (tawasuth), artinya tidak terlalu rigit terhadap teks nash (tasyadud), tetapi juga tidak 

terlalu keluar dari mafhum al-nash dan hannya mempertimbangkan kemaslahatan umum 

(tasahul). DSN-MUI berpegang bahwa anggapan adanya maslahah yang seperti itu termasuk 

maslahah yang belum pasti (maslahah qath’iyah). 

Ketentuan hukum yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara dapat disimpulkan menjadi empat poin utama. Semua 

poin-poin ini disajikan dengan tetap berpijak pada dalil-dalil yang disepakati ulama dan 

menggunakan metode pendekatan di atas. Adapun empat poin utama adalah sebagai berikut: 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hukumnya boleh, karena bertujuan untuk 

kemasalahatan kebijakan pemerintah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan 
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memperluas sumber pembiayaan negara. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah kaidah 

fiqih: 

 

رِيأمِهَا  بَاحَةُ إِلَّا أنَأ يدَلُا دلَِيألٌ عَلىَ تحَأ ِ لُ فىِ الأمُعَامَلاَتِ الْأ صَأ  الْأ

”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya” 

 

طٌ  عِياةِ مَنُوأ مَامِ عَلىَ الرا ِ فُ الْأ لَحَةِ تصََرُّ باِلأمَصأ  

“Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat” (Al-Suyuthi, 

Al-Asybah wa al-Nazha’ir, tahqiq: Muhammad al-Mu’tashim bi Allah al-Baghdadi, [Beirut: 

Dar al Kitab al-‘Arabi, 1987], 223) 

 

Pengharaman dari unsur RIBA dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN). Pengharaman RIBA ini dikarenakan dalam setiap instrumen investasi yang berbasis 

syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah: 

 

QS An-Nisa (4) : 29 

 

رَةً عَن ترََ  َٰٓ أنَ تكَُونَ تِجََٰ طِلِ إِلَّا لَكمُ بَيأنَكمُ بِٱلأبََٰ وََٰ ا۟ أمَأ كلُُوَٰٓ
َٰٓأيَُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوا۟ لََّ تأَأ ... ۚيََٰ نكمُأ اضٍ م ِ   

 

”Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan sukarela diantaramu...” 

 

QS Al-Baqarah (2) : 275 

 

لِ  نُ مِنَ ٱلأمَس ِ ۚ ذََٰ ا۟ لََّ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلاذِى يَتخََباطهُُ ٱلشايأطََٰ بَوَٰ ا۟ إِنامَا ٱلأبَيأعُ مِثألُ ٱلاذِينَ يَأأكلُُونَ ٱلر ِ ُ  كَ بِأنَاهُمأ قَالُوَٰٓ ا۟ ۗ وَأحََلا ٱللَّا بَوَٰ ٱلر ِ

رُهَُۥٰٓ إلِىَ  ب هِۦِ فَٱنتهََىَٰ فلََهُۥ مَا سَلفََ وَأمَأ ن را عِظَةٌ م ِ ا۟ ۚ فَمَن جَآَٰءَهُۥ مَوأ بَوَٰ مَ ٱلر ِ ِ ٱلأبَيأعَ وَحَرا بُ ٱلناارِ ۖ همُأ فِيهَا  ٱللَّا حََٰ ئكَِ أصَأ
َٰٓ  ۖ وَمَنأ عَادَ فَأوُ۟لََٰ

لِدوُنَ   خََٰ

 

”Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

QS. Al-Baqarah (2) : 278 

مِنِينَ  ؤأ ا۟ إِن كُنتمُ مُّ َٰٓ بَوَٰ َ وَذرَُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلر ِ أيَُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتاقُوا۟ ٱللَّا
َٰٓ  يََٰ

 

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” 

 

 

Penggunaan akad dalam setiap transaksi SBSN hukumnya wajib. Dalil yang digunakan 

sebagai pijakan adalah QS Al-Maidah (5) ayat 1: 

فُوا۟ بِٱلأعُقُودِ... ۚ ا۟ أوَأ أيَُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوَٰٓ
َٰٓ  يََٰ

 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…” 
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Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa: (a) Ijarah, (b) 

Mudharabah, (c) Musyarakah, dan (d) Istishna’. Ketentuan hukum dalam penggunaan akad-

akad tersebut harus mengikuti substansi fatwa DSN-MUI terkait dengan masing-masing akad, 

yaitu: 

Akad Ijarah mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiyaan Ijarah dengan ketentuan hukum kebolehan melakukan akad sewa menyewa 

(ijarah) tersebut. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits riwayat Ahmad, Abu 

Dawud, dan Ad-Daraquthni dari Sa’d Ibn Abi Waqqash (teks Abu Dawud) ia berkata: 

 

ُ عَ كُناا نكُأرِي  ِ صَلاى اللَّ  لُ اللَّا عِ وَمَاسَعِدَ بِالأمَاءِ مِنأهَا، فَنهََاناَ رَسُوأ رأ ضَ بِمَا عَلىَ الساوَاقيِ مِنَ الزا رَأ لَيأهِ وَآلِهِ وَسَلامَ عَنأ ذلَِكَ الْأ

ةٍ  رِيَهَا بذِهََبٍ أوَأ فِضا  وَأمََرَنَا أنَأ نُكأ

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir 

selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami 

melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau 

perak.” 

 

Akad Mudharabah mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dengan ketentuan hukum kebolehan 

melakukan akad tersebut. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits Nabi riwayat 

Thabrani dari Ibnu Abbas: 

 

ترََطَ عَلىَ صَاحِبهِِ أنَأ لََّ يَ  رًا، وَلََّ ينَأزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلََّ  كَانَ سَي دِنَُا الأعَبااسُ بأنُ عَبأدِ الأمُطَل ِبِ إذِاَ دفََعَ الأمَالَ مُضَارَبَةً اِشأ لكَُ بِهِ بَحأ سأ

ُ عَ  ِ صَلاى اللَّ  لَ اللَّ  طُهُ رَسُوأ بَةٍ، فَإنِأ فعَلََ ذلَِكَ ضَمِنَ، فَبلََغَ شَرأ ترَِيَ بِهِ داَبَةً ذاَتَ كَبدٍِ رَطأ لَيأهِ وَآلِهِ وَسَلامَ فَأجََازَهُ )رواه يَشأ

 (الطبراني فى الْوسط عن ابن عباس

 

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan 

kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 

membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung 

resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 

membenarkannya.” 

 

Akad Musyarakah mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dengan ketentuan hukum kebolehan 

melakukan akad tersebut. Dalil yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits Qudsi Riwayat 

Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: 

 

لُ : أنََا ثاَلِثُ الشارِيأكَيأنِ مَالمَأ يَخُنأ أحََدهُُمَا صَاحِبهُُ، فَإذِاَ خَانَ أحََدهُُمَ  َ تعََالىَ يَقُوأ تُ مِنأ بَيأنِهِمَا إِنا اللَّا ا صَاحِبُهُ خَرَجأ  

“Allah SWT. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah 

satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku 

keluar dari mereka.” 

 

Akad Istishna’ mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Jual Beli Istishna’ dengan ketentuan hukum kebolehan melakukan akad tersebut. Dalil 

yang digunakan sebagai pijakan adalah Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari ‘Amr 

bin ‘Auf: 

 

طِ  نَ عَلىَ شرُُوأ لِمُوأ مَ حَلاَلًَّ أوَأ أحََلا حَرَامًا وَالأمُسأ لِمِيأنَ إِلَّا صُلأحًاحَرا لأحُ جَائزٌِ بَيأنَ الأمُسأ مَ حَلاَلًَّ أوَأ أحََلا  هِمأ إِلَّا الصُّ طًا حَرا شَرأ

 حَرَامًا

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara 

kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 
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dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram,” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 

 

Setelah membaca dan menganalisis secara mendalam beberapa dalil dan argumentasi 

yang disampaikan oleh DSN-MUI dalam dokumen Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta memperhatikan 

beberapa metode pendekatan MUI dalam penetapan fatwa, maka metode pendekatan istinbath 

hukum yang digunakan adalah pendekatan Manhaji dengan metodologi istishlahi atau disebut 

juga mashlahah al-mursalah. Mashlahah al-mursalah itu sendiri merupakan kemaslahatan yang 

tidak pernah dijelaskan hukumnya oleh nash dan tidak pula ada dalil yang menerangkan untuk 

mengerjakan maupun meninggalkannya (Khallaf, 1942).  

Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode mashlahah al-mursalah ini 

harus selalu berada pada koridor dan syarat-syarat yang ditetapkan secara ketat dan 

memperhatikan maqashid syariah. SBSN dalam konteks ini lebih spesifik adalah sovereign 

green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah baru yang tidak tertuang secara jelas di 

dalam nash (Al-Qur’an dan Hadits) maupun dalam literatur-literatur fiqih. Semua dalil yang 

terdapat dalam fatwa tersebut masih bersifat umum, tidak secara khusus menjelaskan hukum 

penerbitan sovereign green sukuk. Akan tetapi, secara substansi dalam perspektif maqhasid 

syariah di transaksi keuangan Islam dimana bertujuan yaitu untuk menjaga harta (hifz maal), 

sovereign green sukuk termasuk jenis kebutuhan sosial dengan level maslahah tahsiniyat atau 

tersier (Ahmed, 2011) 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-

MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam konteks ini lebih spesifik 

adalah sovereign green sukuk atau surat berharga syariah negara berwawasan lingkungan dapat 

disimpulkan bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam proses istinbath 

hukumnya menggunakan metode Istishlahi atau Maslahah al-Mursalah dengan tetap 

memperhatikan substansi dari maqhasid syariah di transasksi keuangan Islam yaitu untuk 

menjaga harta (hifz maal) dengan level maslahah tahsiniyat atau tersier. Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran kepada Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar segera menerbitkan fatwa khusus 

terkait sovereign green sukuk atau green sukuk sebagai dukungan atas konsep pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Developmennt Goals (SDGs) dan tambahan regulasi untuk 

penerbitan instrumen keuangan syariah berwawasan lingkungan. 
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